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ABSTRAK 
Aksesibilitas Non Fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat sebagai 
upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupannya. Kebijakan pemerintah ten tang hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 1998 tentang "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang cacat" dan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang " Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan 
Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan".Aksesibilitas Non Fisik adalah kemudahan 
Pelayanan Informasi dalam bidang : a. Perundang-undangan ;b. Ketenagakerjaan; c. Pendidikan; serta d. 
komunikasi dan tehnologi. Selain itu juga Pelayanan khusus atau kemudahan dalam menggunakan sarana 
dan prasarana transportasi pelayanan khusus dalam mengikuti pendidikan dan ketenagakerjaan. 
Sejak dikeluarkan kebijakan tersebut, beberapa instansi pemerintah dan swasta telah melaksanakan 
evaluasi. Hasil menyebutkan secara umum yang dievaluasi adalah Aksesibilitas Fisik saja, adapun 
aksesiblitas non fisik belum mendapat perhatian. Penelitian tentang Penyediaan Aksesbilitas Non Fisik 
(Pelayanan informasi dan pelayanan Khusus) bagi penyandang cacat bersifat penelitian eksplanasi yaitu 
ingin menggali informasi tentang proses implementasi kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas Non 
Fisik bagi penyandang cacat dan ingin mengetahui sejauhmana dampak/impak implementasinya. Penentuan 
lokasi secara purposive berdasarkan kriteria banyaknya jumlah penyandang cacat dan dipilih enam(6) 
provinsi yaitu: Sumatera Utara; Jawa Tengah; Jawa Timur; Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa 
Tenggara Timur. Pemilihan Responden dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria memiliki 
pengetahuan tentang kebijakan aksesbilitas Non Fisik. Pengumpulan data menggunakan metode : wawancara, 
diskusi kelompok terarah (Fokus group diskusi), studi dokumentasi dan observasi. Analisis secara kualitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Non Fisik (bunyi, suara, gambar) pada bangunan 
pelayanan umum (perkantoran, perbelanjaan, perekonomian, pendidikan) dan sarana umum (transportasi) 
masih sedikit sehingga para penyandang cacat dan keluarganya masih mengalami kendala untuk mengetahui 
keberadaan aksesibilitas fisik (pintu khusus, ramp, toilet, pedistrasi dan lift) bagi penyandang cacat. Pelayanan 
informasi bagi penyandang cacat tentang ketenagakerjaan, pendidikan dan bentuk-bentuk pelayanan khusus 
masih bersifat lokal dan koneksitas. Implementasi kebijakan belum mampu menformulasikan Peraturan 
Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pusat. Kendalanya antara lain masih kurangnya pemahaman 
dan pengetahuan tentang visi dan misi kebijakan pemerintah sehingga belum mampu memotivasi kesadaran 
untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang cacat. 
I. PENDAHULUAN 
A. Later Belakang 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat keberadaan 
manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa 
don merupakan AnugerahNya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi don dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia, sebagaimana tercantum 
dalam Ketentuan Umum pasal l aya t l 
{Departemen Kehakiman dan hak Asasi 
Manusia RI, 1999) 
Pada kenyataannya terdapat warga 
negara yang belum mampu meningkatkan 
kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan karena 
kondisi fisik mereka. Salah satunya ada lah para 
penyandang cacat, dan mereka juga mem-
punyai hak dan kesempatan yang soma dalam 
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segalo ospek kehidupon don penghidupon 
sebogoimono tercontum dolom Undong-
Undong Nomor 4 tohun 1997 posol 5 don 
posol 7 oyot 1. 
lmplementasi dari Undong-Undong 
tersebut tertuong dolom Peroturon Pemerintoh 
Nomor 43 Tohun 1998 posol 5, posol 6 don 
posol 7 yang intinyo menyebutkon bohwo setiap 
penyandong cocot mempunyoi kesomoon 
kesempoton, kesomoon kedudukon, hok, 
kewojibon don peron agar dopot berperon don 
berintegrosi secoro total sesuai dengon 
kemampuannyo dalom segolo ospek ke-
hidupon don penghidupan. Adapun ke-
samaan kesempotan diloksonokon melolui 
penyedioon oksesibilitos. (Himpunon Peroturon 
Perundong-undangan Penyandong Cacat 
Nasional don lnternosionol, 2001 ). 
Terdapat dua bentuk oksesibilitos yokni 
aksesibilitos fisik (oksesibil itos podo: Bongunon 
Umum don lingkungon, Sarona don 
Transportosi) don oksesibilitos Non Fisik 
(peloyanon informosi don peloyonon khusus). 
Fokus penelition penyedioan oksesibilitos non 
fisik yaitu: pelayonon informasi dolam bidong 
Perundang-undangan, Ketenoga kerjaan, 
Pendidikan, Komunikasi, don Teknologi, 
pelayanan khusus dalom hal pemanfaatan 
sarano don prosorona angkutan umum bogi 
penyandong cacat. 
Pelayonan informasi diartikan sebagai 
jenis pelayanan yang berupa suoro, bunyi,atou 
tulisan mengenai informasi di bidang 
Perundang-undangan yang berkaitan dengon 
penyediaon aksesibil itos pado bangunan umum 
don lingkungan serta sorona don prasarona 
transportasi, Ketenagakerjaan, Pendidikon, 
informasi, Komunikasi, Teknologi dan 
kehidupan sehari-hori. (Peraturan Pemerintoh 
Nomor 43 Tahun 1998, penjelason pasal 11 
ayat < 2>a) 
Peloyanan Khusus merupakon sarano/ 
fasilitos khusus pada tempat umum yang 
diperuntukkan bagi penyandang cacat 
[(Peroturon Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, 
penjelasan pasal 11 ayat (2b)] don podo 
fasilitas sarana don prasarana angkutan urn um 
boik udara, lout don dorot (Keputusan Menteri 
Pehubungan Nomor KM 71 Tahun 1999). 
Keberadaon fasilitas oksesibilitos non fisik 
bagi penyandang cacat yang disediakon oleh 
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pemerintoh dan mosyarokat akan efektif dan 
optimal opobilo para peloksono peroturan 
perundong-undongon boik di tingkot pusot 
(pemerintoh Provinsi) don doeroh (pemerintoh 
kabupaten/koto) memiliki pengetahuan don 
pemohomon tentong hal tersebut. 
Mengocu pendapot di otas, podo 
penelition ini muncul osumsi bohwo: apobila 
terjadi komunikasi yang intensif dan ber-
kesinombungan ontora pembuat kebijakon 
(Pemerintoh pusot/Eksekutif don legislotif) 
dengon berbagoi pihok terkait dalam 
penyedioon aksesibilitos bogi penyondong 
cacot, mako implementosi Undong-Undang 
Nomor 4 tohun 1997, Peroturan Pemerintah 
nomor 43 tohun 1998 don Keputusan Menhub 
Nomor KM 71 Tahun 1999 sebagai upaya 
peningkaton kesejahteroon sosial penyandang 
cocot, khususnyo melolui penyedioon 
oksesibilitos non fisik (peloyanon informosi don 
pelayonon khusus) dopat terwujud. 
Peron komunikasi dolam penelition ini 
okon dilihot dori hosil peloksanoon sosialisasi 
Undong-Undong Nomor 4 tohun 1997, 
Peroturon Pemerintoh Tohun 1998 dan 
Kepmenhub Nomor KM 71 Tohun 1999, yang 
d ihorapkon okon terjadi perubahon pe-
ngetohuan don pemahomon yang positif podo 
para pejobot Pemerintoh Doerah, Perencano, 
Pengusoho/ pengelolo bongunon/sorano 
umum, sehinggo mereko memutus kon untuk 
menyediokon oksesibilitos non fisik bogi 
penyondong cocot agar penyondong cocot 
mendopatkon hok, kedudukon, kewojiban dan 
peron yang soma seperti masyorokat normal 
lainnyo. 
Aksesibilitos n.on fisik odoloh jenis 
peloyonon informosi, meliputi: suara, bunyi 
dan tulison yang terkoit/melekot dengon 
keberodoan oksesibilitos fisik yang tersedio di 
sarono dan prosorano umum (bondoro, stosiun 
,terminal, kantor pemerintoh, kantor Bank, 
Rumoh Sokit, Moll/pertokoon) don peloyonon 
berbogai informasi di bidang: Perundang-
undongan, Ketenagakerjaan, Pendidikon, 
Komunikasi don Teknologi don lain-lain. jenis 
pelayonan khusus bagi penyandang cocat yang 
merupakan sarana atau tempat yang 
dikhususkan untuk para penyandang cacot, 
yang tersedia di sarana don prosarana umum 
(bondoro, stosiun, terminal, kantor pemerintoh, 
kantor Bank, Rumoh Sokit, Moll/pertokoan), 
misolnyo: loket-loket pemboyoron, pemesonon 
tiket, ruong tunggu dan lain-loin. 
Terdapot beberapo peroturan per-
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dengan standar dan spesifikasi). Sedong 
oksesibilitos non fisik belum tersentuh soma 
sekali. 
undangan-undangan sebogoi lmplementasi c. 
dari Undong-Undang Nomor 4 Tohun 1997 
Hasil Penelition tentang "Permosolahan 
Penyandang Cacat di Indonesia (Penye-
diaan oksesibilitos di limo Propinsi)" yang 
diloksanakan Departemen Sosial pado 
tahun 2003 mengemukokan bahwa 
sebagion besor para pejobat dari instonsi 
yang terkoit (Dinos Sosial, Pemerintah 
Daerah, Dinos Pekerjaon Umum, 
Bappedo, Dinos KIMPRASWIL), perencono 
don pengelolo sorona don prasarana 
pelayanan umum(Pimpinan Proyek 
Pembangunan Sarona dan Prasarana 
Umum, lkatan Arsitek Indonesia, 
AKPINDO) belum memahomi don menge-
tahu i isi dan mokna dori Peroturan 
Penyedioan Aksesibilitas bagi penyandang 
cacot. Di sisi lain diketemukan juga bahwa 
implementasi dari penyediaan aksesibilitas 
penyandang cacat belum dilaksanakan 
secara konsekuen. (Haryati. R. dkk, 2003). 
don Peroturan Pemerintoh Nomor 43 tahun 1998 
yoitu: 
a. Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 
1999 tentong joso konstruksi, peraturan 
untuk loyonon josa konstruksi perenconaon, 
peloksonoon pekerjoon konstruksi, joso 
konsultosi pengowasan pekerjaon 
konstruksi dan pengowosonnya); 
b. Keputuson bersamo ontora Menteri Sosial 
R.I. don Menteri Pekerjoon Umum R.I. 
Nomor 468/KPTS/l 998 tentang 
Persyoroton Tehnis Aksesibilitos Pado 
Bongunon Umum dan lingkungon 
(Persyaroton minimal penyediaan aksesi-
bilitas bogi penyandang cacat podo 
bongunon don lingkungan, serta 
pengowosonnyo); 
c. Keputusan Menteri Perhubungon R.I. 
Nomor KM 71 tohun 1999 tentong 
Aksesibilitos bagi penyandang cocot don 
orang sokit podo sorana don prosorono 
perhubungon (penyedioan peloyonan 
khusus bogi penyandong cocat pado 
sorano don prasorona transportasi, serta 
pengawasannya); 
d. Peraturan Pemerintoh R.I. nomor 72 Tahun 
1991 tentong Pendidikon Luar Biasa 
(Peraturon penyelenggoraon pendidikan, 
pengelolaan don pengawason). 
Nomun sejak dikeluarkan kebijokan 
pemerintah tersebut, beberopa instansi baik 
pemerintah dan swasta telah melaksanakan 
evaluasi tentong penyedioon oksesibilitos 
dengan hasil : 
a. Aksesibilitas yang sering diadakan evaluosi 
adoloh aksesibilitos fisik. 
b. Hosil dori penelition yang dilaksanakon 
Tim kerjasama ontora Himpunan Wanita 
Penyondang Cacat Indonesia (HWPCI), 
Yoyoson Bina Paraplegia (YANAGIA), 
FTSP-Usakti dan lkotan Arsitek Indonesia 
(IAI) DKI lebih fokus pada kondisi 
oksesibilitas Fisik (Aksesibel don sesuai 
d. Produk hukum sebogai hasil implementasi 
Kebijakan Pemerintah tentang aksesibilitas 
bagi penyandang cacat masih fokus pado 
penyediaon aksesibilitas fisik sedangkon 
aksesibilitas non fisik belum tersentuh soma 
sekali. 
Selain itu masih ditemukan kendala dalom 
pelaksonoan sosialisasi sehingga peloksonoan-
nya belum menyeluruh dan berkesinombungon. 
Belum efektif pelaksanaan koordinasi lintas 
sektoral dalam mekanisme implementasi 
kebijakon tersebut juga mempengaruhi 
terwujudnya penyedioan aksesibilitas non fisik 
bogi penyandang cacat. Oleh karena itu 
untuk meningkotkan kesejah-teraan sosial 
penyandong cacat dengan prioritas upayo 
mewujudkon kesamaan hak, kedudukan dan 
peranannya, moka dilakukan pengkojian 
tentang implementasi kebijakan penyediaan 
Aksesibilitas Non Fisik dengan pokok 
permasolahan: "Sejauh mana implementasi 
kebijakan Pemerintah tentang Aksesibilitas 
Non Fisik bagi penyandang cacat serta 
implementasinya di Tingkat provinsi dan kota/ 
kabupoten khususnya" 
Tujuan mengevaluasi implementosi 
kebijakan aksesibilitas bogi penyondang cacot 
adalah : a. Mengidentifikasi proses implementasi 
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kebi jakan pemerintah tentang aksesibilitas bagi 
penyandang cacat; b. Mengidentifikasi 
dampak implementasi kebijakan pemerintah. 
Agar proses implementosi kebijakan publik bagi 
Penyandang Cacat mampu memberikan hak, 
kewajiban dan kesamaon kesempatan untuk 
berperan dalam kehidupan don penghidupan 
maka sasoran penelitian terdiri dari : a. Proses 
don kinerja kebijakan pemerintah tentang 
penyediaan oksesibilitas bagi penyandang 
cocat , dengan fokus pada pelaksanaan 
sosialisasi ( Pusot, provinsi, kota, kabupaten) dan 
produk hukum yang telah dihasilkon (Pusat, 
provinsi, koto, kobupaten ); b. Pengetahuan dan 
pemohaman pejabat (eksekutiij, legislatif don 
stake holder tentang kebijakan pemerintah 
dalam penyediaan aksesibilitas bagi 
penyandang cacot. 
Penelitian ini bersifat eksplanasi yaitu untuk 
memperoleh gamboran yang lebih jelas tentang 
: aksesibilitas non fisik bagi penyandong cacat 
di beberopa kota di Indonesia, proses 
implementasi kebi jakon pemerintah tentang 
oksesibilitas bagi penyondang cacat don 
dampok/ impak kebijakan serta monfaat bagi 
stake holder (penyandang cacat) . Lokasi kojian 
ditentukan secara purposive berdasorkan 
jumlah penyanda ng cacat di Indonesia. 
Dengan demikion dipilih 6 (enam) provinsi 
yakni: Provinsi Sumatero Utara, Jawa Timur, 
Kolimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa 
Tenggaro Timur. 
Penentuan Sampel responden meng-
gunakan teknik purposive berdasorkan kriteria : 
a. lnstansi/lembaga pemerintah/ swasta 
sebogai perumus kebijakan, pelaksano 
kebijakan dan perencano kebijakan 
b. Pelaksana kebijakon misal : perencana/ 
pengelola/pemilik bongunan umum don 
lingkungon 
c. Pelaksona Pelayanon Penyondang Cacat: 
Pimpinan Panti/Yayasan, guru. 
d. Saso ran kebijakan/stake holder atau 
Penyondang cacot (cacot tubuh, cocat 
netra, tuna rungu) yang berusia 20 tahun 
don mempunyai mobilitas tinggi 
Doto don informasi tentong pemetaan 
aksesib ilitos non fisik pada sorana don 
prasorana publik, tempat kerja, dan sarana 
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tronsportasi dan uraian tentang hambatan 
dalom proses implementasi kebijakan publik 
dilakukan secora kualitatif. 
2. Kera ng ka Doser Pemikiran 
Menurut Undang-Undang Nomor4 Tahun 
1997 posal 1 yang dimaksud dengan 
Penyandang cacat adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik don atau mental yang 
dapat menganggu atau merupakan rintangan 
dan hambatan baginya untuk melakukan 
kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari 
penyandang cacot fisik, penyandang cacat 
mental , penyandang cacat fisik don mental. 
Secora hakiki, dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegaro keberadaan 
penyandang cacat tidaklah berbeda dengan 
warga masyarakat lainnya. Dengan demikian 
dalam proses Pembangunan Nasional yang 
bertujuan mewujudkan masyarakat adil don 
makmur yang merata materiil dan spirituil 
berdasarkan Pancasila don Undang-Undang 
Dasar 1945, tidak mungkin mengesampingkan 
penyandang cacat sebagai obyek moupun 
subyek pembangunan. Sebagai warga negara 
Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban dan 
peran penyandang cocat adalah sama dengan 
warga negara lainnyo . Oleh karena itu 
peningkatan peran para penyandang cacat 
dalam pembangunan nasional sangat penting 
untuk mendapat perhatian dan didayagunakan 
sebagaimana mestinya. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, 
pasal 10 ayat (l ). Pasal 11, pasal 13 don pasal 
16 mengatur tentong ha k, kedudukan, 
kewaj iban don peran penyandang cacat dalam 
kesamaan kesempatan: melaksanakan kegiatan 
dalam ospek kehidupon don penghidupan 
(penyediaan oksesibilitas fisik don non fisik), 
mengikuti pendidikon, pekerjaan, rehabilitasi, 
bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteroan 
sosial. 
Undang-Undang tersebut masih bersifat 
umum sehingga dalom mengimplementasikan 
hal tersebut masih diperlukan formulasi 
kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan 
peraturan. Oleh karena itu mako Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tentang upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial bagi 
penyandong cacat. Menurut prof. 
Mustopadidjaja, (2003) Kebijakan publ ik 
adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk 
mengatasi permosalahan tertentu atau 
melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 
tujuan dalam rongka penyelenggaroan tugas 
pemerintah, Negara don pembangunan. 
Dalam kaitan dengan penelitian ini yang 
dimaksud dengan Kebijakan Publik tentang 
Aksesibilitas bagi Penyandang cacat adalah 
dikeluarkan suatu keputusan : berupa formulasi 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 
sebagai upaya pemerintah dalom mewujudkan 
hak-hak penyandang cacat untuk mempunyai 
kesamaan kesempatan dalam penghidupan 
don kehidupan (Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1997, pa sol 8, 9 don l O ayat l) . 
lmplementasi peroturon tersebut oleh 
pemerintah c/q Departemen Sosial dituangkan 
dalam kebijakan berupa Peraturon Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 1998 tentang "Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi 
Penyandang Cacat", khusus mengatur upaya-
upaya untuk mewu judkan kemandirian don 
kesejahteraan penyandang cacat dala m 
pemeliharaan kese jahteroan sosial don 
kesamaon kesempatan melolui penyedioon 
oksesibilitas. 
Terdapat duo bentuk oksesibilitos yakni 
aksesibilitos fisik (aksesibi litos pado: bongunon 
umum don lingkungannya, sorana don 
prosarona tronsportasi) don aksesibilitas non f isik 
(Palayanan informasi don peloyonan khusus). 
Fokus bohason poda aksesibilitas non fisik 
yaitu kemudahan dolom peloyanan informosi 
di bidang perundongan-undangan, ketenago-
kerjoan, pendidikon, komunikasi don teknologi 
bagi penyandang cacat serta memberikan 
pelayanon khusus bogi penyandang cacot 
dalam mengakses sorana do n prasarana 
angkutan umum. 
Pelayanan informasi diartikan sebagai 
jenis pelayanan berupa suara, bunyi, atau 
tulisan mengena i informasi d i bidang 
perundang-undangon yang berkaitan dengan 
penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum 
don lingkungannya, sarana don prasarana 
tronsportasi, ketenagakerjaan, pendidikan 
informasi don tehnologi (Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tohun 1998, penjelasan pasal 11 
ayat (2).a .) 
Pelayanan khusus merupakan sarona/ 
prosarana khusus pada tempat umum yang 
diperuntukkan bogi penyandang cacat 
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(Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998, 
penjelasan pasal 11 ayat (2) b.) don fasilitas 
serta pelayanan khusus bagi penyandang cacat 
poda sarana don prasarana angkutan umum 
baik di darat, lout don udara (Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999). 
Terdapat asumsi bahwa penyediaan 
fasilitas aksesibilitas non fisik bagi penyandang 
cacat akan dapat diwujudkan sesuai misi don 
visi kebijakan pemerintah apabila para pembuat 
kebijakan, perencana kebijakan, pelaksana 
kebijokan don stake holder memilik i 
pengetahuan don pemahaman tentang 
kebijakan tersebut. Adapun pengetahuan don 
pemahaman tersebut akon terjodi apabilo 
terdapat komunikasi intensif don berkesi-
nambungan. 
M enurut Djafar H Asegaf peran 
komunikasi mengandung arti memainkan 
peranan penting dalam mengubah sikap, 
mengubah nilai don onggapan yang dapat 
mendukung terwujudnya perubahan yang 
direncanakan (Djofar Assegaf, 1982). Dari 
tulisan Wilburn Schramn diketahui bahwa ado 
tiga peranan penting dalam komunikasi yakni : 
memberikan informasi, menumbuhkan 
keinginan untuk menerima gagasan baru don 
mengajarkan keahlian dalom proses 
perubahan . Sedang Everret M Rogers 
mengatakan bahwo pengaruh komunikasi ado 
tiga yaitu: perubahan terjadi pada pengetahuan 
penerima, perubahan terhodap keyakinan 
sehingga penerima memutuskan melakukan 
suatu t indakan don perubahan nyata dalam 
melaksanakan tindakan tersebut. 
Mengacu dari ketiga pendapat di atas, 
asumsi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah apabila terjodi komun ikasi intensif 
don berkesinambungan (sosialisasi tentang 
kebija kan don koordinasi dalam imple -
mentas inya) antora pembuot/perencano 
kebijokan (pemerintah pusat, eksekutif, legislatif 
don yudikatif) maka implementasi Undang-
U ndong Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
"Penyandang cacat", Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 1998 tentang "Upaya 
Pen i ngkatan Kesejahteraan Sosial bagi 
Penyandang Cacat", Keputuson Menteri 
Perhubungon Nomor Km 71 tahun 1999 
tentang II Aksesibilitas bagi penyandang cacat 
don orang sakit pada sarana don prasarana 
perhubungan" don Undang-Undong Nomor 
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20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, sebagai upaya meningkatkan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui 
aksesibilitas/kemudahan non fisik ( pelayanan 
informasi don pelayanan khusus) dapatterwujud 
dengan lancar. 
Peron komunikasi akan dilihat dari hasil 
pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah, 
sehingga terjadi perubahan pengetahuan don 
pemahaman tentang kebijakan pemerintah 
tersebut. Kondisi tersebut akan mampu 
memotivasi perumus/perencana kebijakan 
memutuskan untuk mengaplikasikan kebijakan 
tersebut sehingga penyandang cacat 
mendapatkan hak, kedudukan, peran yang 
soma seperti masyarakat lainnya. 
II. HASIL PENELITIAN 
Uraian hasil penelitian sela in meng-
gambarkan kondisi aksesibilitas non fisik, 
Proses dan kinerja kebijakan pemerintah 
dengan fokus pada : pelaksanaan sosialisasi 
(Pusat, provinsi, kota, kabupaten); produk 
hukum yang telah dihasilkan (Pusat, provinsi, 
kota, kabupaten) don Pengetahuan serta 
pemahaman pejabat (eksekutin; legislatif don 
stoke holder tentang kebijakan pemerintah 
dalam penyediaan aksesibilitas bagi 
penyandang cacat. 
A. Gambaran Kondisi aksesibilitas 
Non Fisik 
Hasil observasi don wowancora dengon 
pejabot instansi terkait, pengelola bongunon 
umum, pusat-pusat pelayonan umum (mall, 
supermoket, perkantoran pemerintph/swasta, 
rumoh sokit, sekolah, panti-panti/yayasan), 
pusat transportasi (terminal, stasiun,kereta api 
don pelabuhan) menunjukkan bahwa sebagian 
besar pusat pelayanan umum don bangunan 
belum menyediakan aksesibilitas non fisik 
berupa bunyi, suara don tanda gambar, 
Sehingga para penyandang cacat don keluarga 
mengalami kesulitan dalam menemukan don 
memanfaatkan aksesiblitas/kemudahan yang 
disediakan seperti: toilet khusus, lift khusus, 
ruang tunggu khusus, telpon don ramp. Di 
beberapa pelataran parkir perkantoran 
pemerintah/swasta, pusat-pusat perbelanjaan 
don pusat pendidikan sudah terdapat 
aksesibiltas non fisik berupa gambar yang 
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memberitahukan bahwa area tersebut 
diperuntukkan bagi kendaraan pengguna kursi 
roda. 
Hasil temuan di lapanganan menunjukkan 
bahwa terdapat implementasi dari Keputusan 
Menteri Perhubungan tentang pelayanan khusus 
bagi penyandang cacat sudah ado meskipun 
masih dalam standar minimal. Bentuk 
Aksesibilitas Non Fisik antro lain: ruang tunggu 
khusus, pelayanan khusus untuk memperoleh 
tiket bagi keluarga penyandang cacat, toilet, 
dised iakannya kursi roda. Pada sarana don 
prasarana perhubungan lout don udara 
terdapat duo instansi yang menyediakan 
pelayanan khusus bagi penyandang cacat. 
Seperti yang dikemukakan oleh Responden 
pengelola sarana perhubungan, pelayanan 
khusus pado sarana dan prasarano 
perhubungan yang disediakan berupo: fasilitas 
pelayanan yang memudahkan penyandang 
cacat untuk naik don turun pesawat/kapal, 
penyediaan kursi roda oleh PT Pelindo (pada 
pelabuhan) don PT Angkasa Pura pada 
bandara, fasilitas ruang tunggu di stasiun kereta 
api, bandara, pelabuhan don terminal, don 
fasilitas jalan khusus bagi penyandang cacat. 
Khusus di Pelabuhan don di bandara para 
penyandang cacat mendapat pelayanan khusus 
dari duo instansi dalam waktu yang bersamaan. 
Artinya pada area pelabuhan (mulai dari pintu 
masuk untuk antri tiket, ruang tunggu sampai di 
pintu masuk kapal) penyandang cacat 
mendapat pelayanan khusus berupa ke-
mudahan mendapatkan tiket, menggunakan 
kursi roda yang telah disediakan di dekat pintu 
masuk, menggunakan ruang tunggu don jalan 
masuk khusus bagi penyandang cacat yang 
semuanya diselenggarakan don menjadi 
tanggung jawab PT pelindo sebagai instansi 
pengelola pelabuhan. Adapun setelah sampai 
di pintu kapal, pelayanan khusus diambil alih 
kru Pelni sebagai penyelenggara pelayaran. 
Mereka memberikan kemudahon bagi 
penyandang cacat don keluarga untuk masuk 
kapal tidak bersama-sama orang lainnya, di 
dalam kapal mereka diberikan ruangan yang 
agak luas sehingga memungkinan ruang gerak 
kursi roda. 
Sebagaimana pelabuhan, di Bandarapun 
penyandang cacat mendapatkan pelayanan 
khusus dari duo instansi yaitu di sekitar area 
bandara dilayani oleh PT Angkasa Pura don 
setelah di pesawat dilayani oleh kru maskapai 
penerbangan. Umumnya PT. Angkasa Pura 
menyediakan jalan khusus bagi penyandang 
cacat don keluarga, toilet, ruang tunggu don 
kemudahan mengurus tiket. Ada pun pengguna 
kursi roda akan dilayani khusus oleh maskapai 
penerbangan dengan menyediakan kursi roda, 
memberikan kemudahan untuk naik don turun 
dari pesawat, memberi ruang khusus di 
pesawat. Kesemuanya sudah tersedia karena 
penyediaan aksesibilitas non fisik (Pelayanan 
khusus) tersebut merupakan standar atau 
persyaratan fasilitas sesuai dengan Peraturan 
Penerbangan lnternasional . 
Di stasiun kereta api umumnya sudah ado 
beberapa aksesibilitas non fisik seperti tanda 
gambar bagi pengguna kursi roda di pelataran 
parkir, tanda gambar yang menunjukkan 
keberadaan lift khusus bagi pengguna kursi 
roda, ruang tunggu don toilet. Namun dalam 
kenyataannya aksesibilitas tersebut kurang 
dimanfaatkan, bahkan pada beberapa kota 
sarana tersebut menjadi kurang terpelihara don 
rusak atau hilang (misal telpon yang diletakkan 
di dekat tangga masuk stasiun) yang digunakan 
untuk sarana komunikasi antara penyandang 
cacat dengan penjaga peron. Ruang tunggu 
yang dilengkapi dengan toilet khusus bagi 
penyandang cacat akhirnya juga tidak 
terpelihara don beralih fungsi. Hal ini 
disebabkan belum diinformasikan adanya 
aksesibilitas (ruang tunggu) bagi penyandang 
cacat (pengguna kursi roda don pemakai 
tongkat). 
Penyed iaa n okses ibilitas non fisik 
(pelayanan informasi) tentang keberadaan 
aksesibilitas yang dapat dipergunakan oleh 
penyandang cacat di pusot-pusat pelayanan 
ekonomi (mall, supermaket, pasar) belum ado 
sehingga para penyandang cacat mengalami 
kendala dalam melaksanakan kegiatan di 
tempat-tempat tersebut opabila mereka 
sendirian. Umumnya para penyandang cacot 
selalu didompingi keluarga apobila me-
ngunjungi pusat-pusat perbelanjaan, sehinggo 
mereka tidak mengolomi kesulitan. Meskipun 
responden (pengelola moll, manager 
supermaket) belum pernah mengikut i sosialisasi 
tentang aksesibilitas non fisik bagi penyandang 
cacat, namun dalam setiap kesempatan para 
manager memberikan sosialisasi terhadap 
pelayanan, keamanan don petugas pusat 
perbelanjaan agar memberikan pelayanan 
Impleme11tasi Aksesibilitas Non Fisik (Han;ati Roebya11tlro) 
khusus terhadap penyandong cacat. Misal 
menunjukkan jalan yang bisa dilalui kursi roda, 
mendahulukan penyandang cacat don lain-lain. 
B. Proses implementasi 
Tujuan mengetahui proses lmplementasi 
kebijakan aksesibilitas non fisik adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan don pe-
mahaman pembuat/perencana/penyusun 
kebijakan. lndikator yang digunakan pe-
loksanaan proses sosialisasi tentang "Kebijakan 
Aksesibilitas non fisik serta materi yang 
diberikan". lnformasi diperoleh dari responden 
pembuot kebijakan (pejabat dari: Departemen 
Sosial, Departemen Perhubungan, Departemen 
Pendidikan Nasional, Dinos Ketenagakerjaan 
don Transmigrasi, KIM PRASWIL/Departemen 
Pekerjaan Umum); pelaksana kebi jakan 
(pengelo la/ perencana/pemilik sarana don 
prasarana bagunan don pelayanan umum 
serta perhubungan, lembaga pendidikan khusus 
pemerintah don swasta). Pelaksanaan sosialisasi 
don tingkat pemahaman para pelaksana 
kebijokan merupakan dasor menganalisis 
proses implementasi kebijakon yang akan 
dideskripsikan berikut ini: 
1. Peraturan Perundang-undangan yang 
memuat penyediaan aksesibilitas Non Fisik 
bagi Penyandang Cacot, sifatnya masih 
umum don belum menjelaskan secara rinci 
sehingga implementas i di daerah 
mengalami beberapa kendala. Ol eh 
karena itu untuk mengimplementasikannya 
dibutuhkan suatu pengetahuan don 
pemahaman secara menyeluruh makna 
dari kebijakan tersebut. Pengetahuan don 
pemahaman visi don misi suatu kebijakan 
akan diperoleh melalui sosialisasi. 
Hasil wawancara menyebutkan 
bahwa sosia lisasi tentang "Kebijakan 
Aksesibilitas Non Fisik bagi Penyandang 
cacat" masih bersifat loka l don sektoral. 
Para penyusun/pelaksana kebija kan 
daerah {Dinos Kesejateroan Sosial Provinsi 
don Kota/Kabupaten) di enam lokasi 
penelitian mengemukakan pernah 
mendapatkan Sosiolisasi tentang Undang-
U nd a ng Nomor 4 Tahun 1997 don 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
1998. Minimum mereka mendapat duo 
kali sosialisasi yaitu sosia lisasi oleh 
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Pembuat Kebijakan (Pejabat Biro Humas 
Departemen Sosial) don lainnya pada 
saat sosialisasi Program bagi penyandang 
cacat (pejabat Direktorat Jenderal 
Rehobilitasi Sosial). Penyusun/Peloksana 
kebijakan dari Pemerintoh Doerah 
provinsi/kota/ka bu paten Mem peroleh 
sosiolisosi pada soot persiopan 
peloksonoon program bagi penyandang 
cacat. 
Menurut pengelola/perencana 
sarano don prasarana perhubungan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 71 tahun 1999 diketahui bukon 
melolui sosialisasi tetapi melalui surat 
edaran Menteri Perhubungan tentong 
"Pelaksonaan Pelayanan khusus bagi 
penyandong cacat don orangtua pada 
sarana don prasarana perhubungan". 
Menu rut mereka surattersebut jangkauan-
nya masih terbatas di lingkungan dinas 
perhubungan pusat, provinsi, kota don 
kabupaten. 
Pelaksanaan Sosialisosi tentang 
Undong-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem pendidikon jugo dilakukan 
di lingkungon lembago pendidikan 
pemerintah/swasta. Sosialisasi dilakukan 
bersamaan dengan peloksonaan per-
temuan ontoro dinas pendidikon nasional 
dengan orangtua murid don guru secara 
periodik. 
2. Materi sosialisasi yang diberikan oleh Biro 
Humas Departemen Sosial menyebutkan 
bahwa sebagian besar menjelaskan 
tentang definisi penyandang cacat don 
upaya/program Departemen Sosial seperti 
Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat 
oleh Departemen Sosial melalui Pusat 
Rehabilitasi di beberapa kota di Indone-
sia, Program Rehabilitasi Keliling o leh 
masing-masing Dinos Sosial provinsi/ 
kota/kabupaten. Latihan keterampilan don 
vocational, Program bantuan stimulan 
Usaha Ekonomi Produktif. Adapun materi 
yang menegaskan tentang hak don 
kewajiban pemerintah don swasta 
untuk menyediakan aksesibilitas bagi 
penyandang cacat, materi yang 
menyebutkan mekanisme implementasi 
kebijakan belum menjadi topik perhatian. 
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Pasal l O ayat (l) don ayat (3) 
dijelaskan bahwa menjadi kewajiban 
pemerintah don swasta untuk menye-
lenggarakan aksesibilitas secara menyelu-
ruh, terpadu don berkesinambungan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1997 tentang Penyondang Cacat telah 
dimuat tentang mekanisme penyeleng-
garaan aksesibilitas, namun belum rinci 
don jelas don mosih bersifat umum ka rena 
belum membedakan antara aksesibiitas 
fisik don aksesibilitas non fisik. O leh karena 
itu masih diperlukan formulasi kebijakan 
yang menjelaskan don menjabarkan 
secara rind tentang pelaksanaan penye-
di aan aksesibilitas beserta sanksinya 
berupa Peraturan Daerah (UU Nomor 4 
Tahun 1997, pasal 15). Adapun sanksi 
bagi pengelola bangunan yang tidak 
menyediakan aksesibili t as diu rai kan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 
Tahun 1998 pasal 18 sampai 21. 
Menurut pelaksana kebijakan sistem 
pendidikan nasional (Pejabot Bidang 
Pendidikan Luar Biase), soot ini 
disosialisasikan mengenai pelayanan 
khusus pendidikan melalui sekolah inklusi. 
Program ini merupakan pelayanan khusus 
pendidikan bogi anak-onok penyondang 
cacat yang dilaksonakan oleh Dinos 
Pendidikan. Sekolah inklusi merupakan 
keterpaduan atau sekolah yang menye-
1 en g ga ra ka n pendidikan bagi pe -
nyandang cacat untuk mengikuti sekolah 
reguler bersama-sama dengan anak nor-
mal lainnyo. Moteri sosialisasi lebih fokus 
pada persiapan penye-lenggaraan pro-
gram inklusi penuh (kelas reguler) yaitu 
penyandang cacat belajar bersamo anak 
lain (normal) di kelas regule r dengan 
menggunakan kuriku lu m reguler, pe-
nyiapan keterampilan khusus bagi guru 
serta manajemen sekolah. 
3. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
pemahamon don pengetahuan para 
penyusun/ perencona/ peloksana kebija ka n 
di tingkot provinsi/koto/ kabupaten di 
enam kota Medan, Semarang, Surabaya, 
Banjarmasin don Kupang tentang 
keb ijakan aksesibiltas non f isik bag i 
penyandang cacat masih sangat minim 
serta bersifat lokal don sektoral. Sebagian 
besar Responden mengemukakan bahwa 
dikeluarkan kebijakan aksesibilitas adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 
don kemandirian para penyandang cacat. 
Na mun ketika ditanyokan lebih mendalam 
mengenai aksesibilitas non fisik sebogian 
besortidak memahami secara rinci kecuali 
pelaksana dari lingkungan perhubungan. 
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 
hal: 
l) Batasan don definisi tentang 
aksesibil itas non fisik belum jelas 
don rinci sehingga operasionalisasi-
nya masih rancu, khususnya tentang 
pelayanan informasi. Rincian pelaya-
nan khusus yang bisa dijadikan 
acuan ada lah Keputusan Menteri 
Perhubungan nomor KM l 7 tahun 
1999 tentang "Aksesibilitas bagi 
penyandang cacat don orang sakit 
pada sarana don prasarana" don 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 "tentang Sistem pendidikan 
Nasional" 
2) Hampir semua responden me-
ngatakan bahwa mereka tidak tahu 
tentang aksesibilitas non fisik don 
belum pernah mendapotkan sosiali-
sasi. Hal ini menunjukkan belum 
efektifnya komunikasi baik internal 
maupun lintas sektoral sehingga 
jangkauan sasaran kebijakan ter-
batas don sedikit sekali informasi 
yang mampu diserap don diketahui. 
3) Materi sosialisasi belum mampu 
menginformasikan pentingnya 
pelaksanaan sosialisasi kebijakan 
aksesibilitas non fisik dalam upaya 
mewujudkan persamaan kesem-
patan bagi penyandang cacat 
sehingga para perencana belum 
memiliki kemauan (good will) untuk 
mengalokasikan dona sosialisasi 
lmplementasi aksesibilitas non fisik adalah 
kemudahan dalam pelayanan informasi don 
kemudahan mendapatkan pelayanan khusus 
bagi penyandang cacat. Tujuan penyediaan 
aksesibilitas/kemudahan non fisik (pelayanan 
informasi) adalah untuk memberikan informasi 
perundang-undangan, pendidikan, ketenaga-
kerj aa n serta informasi don komunikasi 
Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebi1antlw) 
teknologi. Namun hasil temuan lapangan 
menggambarkan bahwa aksesibilitas non fisik 
belum begitu dikenal oleh masyarakat 
(penyusun kebijakan, perencana kebijakan, 
pengelola kebijakan, stake holder). Adapun 
aksesibilitas non fisik (pelayanan khusus) 
bertujuan untuk memberi kemudohan bagi 
penyandong cacat dalam melaksonakan 
kegiatan sehari-hari. Disamping itu juga 
memberi kemudahan bagi penyandang cacat 
untuk mengakses pendidikan, ketenagakerjaan, 
menggunakan sarana don prasarana 
transportasi don komunikasi. 
Umumnya mereka belum mengetahui don 
memahami pengertion aksesibilitas non fisik 
(pelayanon informasi). Namun beberapa 
responden menyebutkan adanya beberapa 
pelayanon khusus bagi penyandang cacat, 
seperti: peloyanan khusus di bidang ke-
sejahteraan sosial; pelayanan khusus di bidang 
pendidikan; peloyonan khusus di bidang 
tronsportasi don komunikasi sebagai berikut: 
a. Bidong Kesejahteraan Sosial 
Berdasarkan PP nomor 43 Tahun 
1998, upoyo peningkaton kesejohteraan 
sosiol bogi penyondong cacat melalui: 
(a) rehabilitasi sosial dalam panti don 
luar panti (UPSK don Loka Bina Karya); 
(b) bantuan sosial berupa U EP don 
pengembangon KUBE, bantuan peng-
asramaan murid SDLB. Menurut pejabat 
Dinos Kesejahteraan Sosial (Medan, 
Semarang, Surabaya, Makasar, 
Banjarmasin), informasi tentang pe-
layanan kesejahteraan sosial bagi 
penyandang cacat masih terbatas 
di lingkungan sasaran Program Rehabili-
tasi Keliling, Bantuan KUBE-PACA, Pro-
gram vokosional di pusat Rehabilitasi 
Penyandang cacat don program-program 
vokasional di Panti -panti baik pemerintah 
maupun swasta. 
Menurut penyandang cacat, 
informasi yang diberikan masih terbatas 
pado program-program yang dilak-
sanakan Departemen Sosial RI, Dinos 
Kesejahteraan Sosial Provinsi , kota don 
kabupaten. Peloyonan yang diberikan 
berupa rehabilitasi don lotihan kete-
rampilan serto bantuon usaha ekonomis 
produktif. Umumnyo informosi dilak-
sonakan bersomoon dengan ra pat 
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koordinasi dengan penyuluh-penyuluh 
sosial, pelayanan rehabilitasi keliling don 
lingkupnya masih terbatas. Keterbatasan 
informasi tentang pelayanan bagi 
penyandang cacat menyebabkan 
kesulitan bagi penyandang cacat yang 
tidak memenuhi kriteria yang diper-
syaratkan padahal mereka membutuhkan 
keterampilan tersebut. Kondisi ini juga 
menyebabkan tidak semua penyandang 
cacat di daerah tersebut mendapatkan 
pelatihan karena keter-batasan dona. 
Bidang Pendidikan 
Sebagaimana bidang lainnya, 
pelayanan informasi tentang pelaksanaan 
pendidikan bagi penyandang cacat 
belum menjangkau masyarakat luas. 
Hasil temuan menyebutkan bahwa 
terdapat pelayanan khusus bagi 
penyandang cacat untuk mengikuti 
pendidikan sesuai dengan kecacatannya. 
Sejak tahun 2003 terdapat program baru 
bagi penyandang cacat yaitu sekolah 
inklusi. Penyampaian informasi tentang 
program-program pendidikan khusus bagi 
penyandang cacat masih terbatas pada 
saat rapat koordi nasi antar guru don para 
orang tua murid secara periodik. 
Selanjutnya informasi tersebut oleh para 
guru disebarkan dilingkungan kerabat don 
teman dekat, sehingga masyarakat umum 
lainnya (keluarga yang memiliki 
penyandang cacat don butuh pelayanan 
khusus) tidak mengetahui program 
terse but. 
Bidang Ketenagakerjaan 
Menurut pejabat Dinos Tenaga Kerja 
lnformasi tentang program pelatihan 
tenaga kerja melalui Balai Latihan 
Kerja BLK. Setelah mereka mem-
peroleh keterampilan mereka bisa 
mengikuti program magang pada 
perusahaan-perusahaan sesuai dengan 
jenis kecacatan don kemampuannya. 
Perusahaan -perusahaan yang dapat 
dijadikan tern pat latihan/magang adalah 
perusahaan yang memilki nota ke~asama 
dengan Dinos Tenaga Kerja don Dinos 
Sosial. Dalam penelitian belum di -
dapatkan info rmasi jelas tentang 
pelayanan khusus bagi penyandang cacat 
di bidang ketenagakerjaan. 
d. Bi dang Transportasi 
Pelayanan informasi t enta ng 
kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 71 Tahun 1999 tentang a ksesi-
bilitas bagi penyandang cacat don 
orang sakit pada sarana don prasarana 
perhubungan hanya diberikan di 
lingkungan pela ksana kebijakan 
(pengelola, perencana) sarana don 
prsarana perhubungan (lout, darat don 
udara). Sedangkan pelayanan khusus 
bagi penyandang cacat secara sederhana 
sudah disediakan seperti penyediaan kursi 
roda (di pelabuhan don Bandera); 
adanya ruang tunggu khusus, toilet khusus 
don lift khusus. 
C. Permasalahan dalam implementasi 
Sebagai mono termuat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang 
"Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 
bagi Penyandang Cacat", penyediaan 
aksesibilitas (fisik don non fisik) menjadi 
tanggung jawab pemerintah don masyarakat 
don pengawasan serta pengendalian d i -
laksanakan oleh don menjadi tanggung jawab 
Gubernur kepala Daerah Tingkat I. Tercantum 
pula aturan yang menyebutkan bahwa untuk 
mekanisme palaksanaan penyediaan aksesi-
bilitas bagi penyandang cacat akan diatur lebih 
lanjut pada Peraturan Daerah. 
Hasil wawancara dengan para pembuat 
kebijakan di tingkat propinsi, kota/kabupaten 
menunjukkan bahwa penerapan otonomi 
daerah masih menimbulkan keanegaragaman 
persepsi tentang kewenangan don skala 
prioritas pembangunan. Akibatnya terjadi 
kesenjangan baik dalam komunikasi don 
pemahaman tentang kewenangan don fungsi 
pemerintah daerah, sehingga implementasi 
kebijakan tentang aksesibilitas Non Fisik bagi 
penyandang cacat kurang mendapat perhatian 
karena bukan merupakan prioritas perhatian 
serta baru dalam wacono otou proses 
penyusunan Peraturan Daerah tentang 
pelaksanaan penyedioan oksesi bi litas bagi 
penyandang cacat. 
Di sisi lain keterbatasan anggaran, 
sumber daya manusia, jangkauan sosialisasi 
belum menyeluruh menyebabkan kurangnya 
pengetahuan tentang aksesibilitas non fisik. 
Di beberapa daerah disebutkan bahwa 
penyediaan aksesibilitas non fisik dirasokan 
belum merupakan keperluan yang urgen/ 
penting sebab para penyandang cacat 
umumnya kurang membutuhkan pelayanan 
khusus atau pelayanan informasi khusus pada 
sarana don prasarana transportasi karena 
mereka selalu didampingi keluarga kalau 
bepergian. 
Terdapatnya keragamon dolom me-
mahami kebijakan tentang aksesibilitas non fisik 
bagi penyandang cacat khususnya pengelola 
sarana pelayanan umum yang mengganggap 
bahwa penyediaan aksesibilitas merupakan 
tanggung jawab pemerintah bukan tanggung 
jawab pengelola sarana pelayanan umum. 
Kurangnya pemahaman dan pengetahuan 
tentang fungsi pelayanan informasi don 
pelayanan khusus bagi penyandong cacat 
sehingga penyandang cacat mengalami 
keterbatasan dalam mengakses program 
ataupun menggunakan fasilitas umum. 
Ill. PENUTUP 
Berdasarkan beberopo temuan di 
lapangan dapotloh disimpulkan secara garis 
besar sebagai berikut: 
A. Kesimpulon 
l. lmplementasi kebijakan tentang 
aksesibi l itas non fisik bagi penyan-
dang cacat di tingkat provinsi/kota/ 
kabupaten belum sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 
2. Kurangnya pemahaman dan penge-
tahuan para pembuat/perencana ke-
bijakan di tingkat pusat tentong makna 
don tujuan penyediaan aksesibilitas 
non fisik bagi penyandang cacat 
menyebabkan kurangnya perhatian dan 
motivasi untuk menyusun Peraturan Daerah 
Imp/ementasi Aksesibilitas Non Fisik (Haryati Roebyantho) 
tentang oksesibilitas Non fisik sebagai 
penjaboran dari UU Nomor 4 Tahun 1997 
tentang II Penyandang Cacot"; PP Nomor 
43 Tahun 1998 tentang "Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan Sosiol Bagi 
Penyandang Cacat" KepmenHub Nomor 
KM71 Tahun 1999 tentang II penyediaon 
Aksesibilitas pada sorana don prasarana 
perh u bu nga n". 
3. Pelaksanaan sosialisasi belum menyeluruh 
dan masih bersifal lokol don sektoral, 
menyebabkan kurangnya informas i 
tentang program-program pemerintah 
untuk para penyandang cacat, akibatnya 
penyandong cacat mengalami keter-
batasan dalam mengakses pendidi kan, 
latihan keterampilan, bekerja magang , 
mendapot rehabilitasi dan bantuan. 
4. Penyedioan aksesibilitas pada bangunan 
dan lingkungan masih songat minim don 
belum sesuai dengan standart minimal 
penyediaan aksesibi litas. Hal tersebut 
menyebobkan penyandang cacat meng-
alam i kesulitan da lam mela ksa nakan 
kegiatan. 
B. Rekomendasi 
l . Peloksonaan sosialisasi akan optimal don 
efektif apabilo dilaku kan seca ra 
koordinatif antara Depa rtemen Sosiol , 
Departemen Perhubungan, Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Departemen Pendidikan Nasional. 
KIMPRASWIL, lembaga don yayasan. 
Pelaksanaannya bersifat menye luru h, 
kontinyu secara berjenjang dan lintas 
sektoral. 
2. Menyusun mekanisme im plementasi 
kebijokan sehingga menghas ilkan 
formulasi Perda , Surat Keputusan 
Gubernur atau Surat Keputusan Bupati. 
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